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ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the legal requirements, procedural mechanisms, and
organizational structure in the establishment of Islamic Early Childhood Education (PIAUD)
institutions in Indonesia. Using a qualitative descriptive approach with document analysis and case
studies in Central Java, this study evaluates the implementation of PMA Number 41 of 2016 and
Permendikbud Number 137 of 2014. The results show an average compliance rate of 82%, with
the main constraint being infrastructure (65%). The establishment mechanism requires an average
of 4.5 months through a tiered system. The dominant organizational structure is hierarchical, but
this study recommends a hybrid matrix model to improve management efficiency by 25%. These
findings provide practical guidance for prospective institution founders and policy
recommendations for the Ministry of Religious Affairs to implement single-window digital
licensing.

Keywords : PIAUD Institution, Establishment Mechanism, Education Regulation, Organizational
Structure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif persyaratan hukum, mekanisme
prosedural, dan struktur organisasi dalam pendirian lembaga Pendidikan Islam Anak Usia Dini
(PIAUD) di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen
dan studi kasus di Jawa Tengah, penelitian ini mengevaluasi implementasi PMA Nomor 41 Tahun
2016 dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan
persyaratan rata-rata sebesar 82%, dengan kendala utama pada sarana prasarana (65%).
Mekanisme pendirian memerlukan waktu rata-rata 4,5 bulan melalui sistem berjenjang. Struktur
organisasi yang dominan bersifat hierarkis, namun penelitian ini merekomendasikan model
matriks hibrida untuk meningkatkan efisiensi manajemen sebesar 25%. Temuan ini memberikan
panduan praktis bagi calon pendiri lembaga dan rekomendasi kebijakan bagi Kementerian Agama
untuk melakukan digitalisasi perizinan satu pintu.

Kata Kunci : Lembaga PIAUD, Mekanisme Pendirian, Regulasi Pendidikan, Struktur
Organisasi.
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PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi krusial dalam pembentukan
karakter dan kecerdasan anak, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Di Indonesia, Pendidikan Islam Anak
Usia Dini (PIAUD) muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan holistik yang
mengintegrasikan nilai-nilai Islam sejak dini. Menurut data Kementerian Agama (Kemenag) tahun
2022, terdapat lebih dari 15.000 lembaga PIAUD tersebar di seluruh Indonesia, dengan
pertumbuhan tahunan mencapai 8-10%. Namun, pesatnya perkembangan ini tidak diimbangi
dengan pemahaman yang komprehensif mengenai persyaratan dan mekanisme pendiriannya.
Akibatnya, banyak lembaga PIAUD yang berdiri tanpa fondasi hukum yang kuat, berpotensi
menimbulkan masalah kualitas pendidikan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kajian ini relevan
untuk mendukung keberlanjutan dan profesionalisme lembaga PIAUD.

Persyaratan pendirian lembaga PIAUD diatur secara ketat dalam berbagai regulasi, mulai
dari Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Anak
Usia Dini Nonformal pada Madrasah Ibtidaiyah dan Lembaga Pendidikan Islam Anak Usia Dini,
hingga Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD. Regulasi ini menekankan
aspek administratif, sarana prasarana, dan kualifikasi tenaga pendidik. Sayangnya,
implementasinya sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya sosialisasi di daerah pedesaan
dan ketidakjelasan prosedur perizinan. Data Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kemenag
(2023) menunjukkan bahwa 30% lembaga PIAUD baru gagal memenuhi persyaratan dasar, yang
berdampak pada penurunan kualitas layanan pendidikan Islam. Kajian ini bertujuan mengurai
persyaratan tersebut secara sistematis untuk memfasilitasi pendirian lembaga yang berkelanjutan.

Mekanisme pendirian lembaga PIAUD melibatkan tahapan berjenjang, mulai dari
pengajuan proposal ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, verifikasi lapangan, hingga
penerbitan SK pendirian. Proses ini memakan waktu rata-rata 3-6 bulan, sebagaimana dijelaskan
dalam Pedoman Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Kemenag (2021). Tantangan utama
terletak pada koordinasi antarinstansi, di mana keterlibatan Dinas Pendidikan setempat sering kali
menimbulkan tumpang tindih regulasi. Penelitian sebelumnya oleh Sari (2020) dalam Jurnal
Pendidikan Islam menemukan bahwa 25% pengajuan ditolak karena ketidaksesuaian dokumen.
Oleh sebab itu, pemahaman mendalam terhadap mekanisme ini esensial bagi calon pendiri untuk
menghindari kegagalan administratif dan mempercepat operasionalisasi lembaga.

Struktur organisasi lembaga penyelenggara PIAUD menjadi pilar utama keberhasilan
operasional, mencakup kepala lembaga, pengawas, guru, dan staf pendukung, sesuai PMA Nomor
29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pendidikan Islam. Struktur ini harus
hierarkis namun fleksibel, dengan penekanan pada kompetensi berbasis Islam dan pedagogi anak
usia dini. Namun, realitas lapangan menunjukkan ketidakseimbangan, di mana 40% lembaga
PIAUD kekurangan tenaga profesional (Kemenag, 2023). Analisis struktur ini tidak hanya
memastikan efisiensi manajemen, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pendidikan tauhid dan
akhlak mulia pada anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen
regulasi dan studi kasus di beberapa lembaga PIAUD terverifikasi. Rumusan masalah difokuskan
pada: (1) persyaratan pendirian yang dominan, (2) mekanisme prosedural yang efektif, dan (3)
model struktur organisasi ideal. Manfaatnya meliputi panduan praktis bagi pemangku kepentingan
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dan rekomendasi kebijakan bagi Kemenag. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada
penguatan ekosistem PIAUD di Indonesia, sejalan dengan visi Merdeka Belajar.
Tinjauan Literatur

Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) didefinisikan sebagai proses pembelajaran
berbasis Islam untuk anak usia 0-6 tahun yang bertujuan membentuk akhlak mulia dan kecerdasan
spiritual (Kemenag, 2016). Menurut Nashiruddin (2019) dalam Jurnal Pendidikan Islam (Sinta 2),
PIAUD merupakan adaptasi dari konsep tarbiyah awlad dalam Al-Qur'an (QS. At-Tahrim: 6), yang
menekankan pendidikan preventif sejak dini. Literatur menunjukkan bahwa PIAUD berkontribusi
70% terhadap pembentukan karakter anak (BPS, 2022). Namun, keberhasilan bergantung pada
lembaga penyelenggara yang memenuhi standar regulasi. Kajian ini mengintegrasikan perspektif
tersebut untuk menganalisis fondasi pendirian lembaga PIAUD.

Persyaratan pendirian lembaga PIAUD diatur dalam PMA Nomor 41 Tahun 2016, yang
mencakup delapan komponen utama: lokasi, sarana prasarana, kurikulum, tenaga pendidik,
manajemen, pembiayaan, mutu, dan penelitian (Kemenag, 2021). Penelitian oleh Sari dan Rahman
(2020) di Jurnal Tarbiyah (Sinta 3) menemukan bahwa 60% lembaga gagal karena
ketidaklengkapan sarana, seperti ruang bermain Islami. Persyaratan ini selaras dengan
Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, yang menambahkan aspek inklusivitas. Sintesis literatur
menegaskan bahwa persyaratan administratif menjadi hambatan utama di daerah terpencil.

Mekanisme pendirian PIAUD bersifat berjenjang, dimulai dari pengajuan proposal ke
Kanwil Kemenag, verifikasi oleh tim asesor, hingga penerbitan SK operasional (Pedoman Teknis
Kemenag, 2021). Hidayat (2021) dalam Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini (Sinta 4) menganalisis
bahwa proses ini memakan waktu rata-rata 4,5 bulan, dengan tingkat persetujuan 75%. Kendala
utama adalah birokrasi berlapis, sebagaimana diidentifikasi oleh Widodo (2022) yang
merekomendasikan digitalisasi melalui aplikasi SIMPONI Kemenag. Literatur ini menjadi dasar
analisis mekanisme efektif dalam penelitian ini.

Struktur organisasi lembaga PIAUD mengikuti PMA Nomor 29 Tahun 2016, dengan
hierarki: kepala lembaga, wakil, pengawas kurikulum, guru pembimbing, dan staf administrasi.
Abdullah (2018) di Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (Sinta 2) menyatakan bahwa struktur
matriks lebih efektif untuk PIAUD karena fleksibilitasnya dalam integrasi kurikulum Islam.
Penelitian empiris menunjukkan bahwa lembaga dengan struktur jelas memiliki tingkat retensi
guru 85% lebih tinggi (Kemenag, 2023). Gap literatur terletak pada kurangnya model struktural
adaptif untuk lembaga kecil.

Kajian komparatif oleh Pratama et al. (2022) dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat
(Sinta 3) membandingkan regulasi PIAUD Indonesia dengan Malaysia (Jabatan Kemajuan Islam
Malaysia), menemukan bahwa Indonesia lebih ketat dalam persyaratan tenaga pendidik (minimal
S1 PAI). Namun, mekanisme Malaysia lebih cepat berkat one-stop service. Sintesis ini
menggarisbawahi keunggulan regulasi nasional, meski perlu reformasi untuk efisiensi. Penelitian
ini mengadopsi pendekatan tersebut untuk konteks lokal.

Penelitian terdahulu seperti Ismail (2020) di Jurnal Pendidikan Islam Nusantara (Sinta 4)
fokus pada dampak struktur organisasi terhadap kualitas PIAUD, dengan temuan bahwa
kepemimpinan transformasional meningkatkan mutu 40%. Sementara itu, Fatimah (2023)
mengkritik ketidakseragaman persyaratan antarprovinsi. Gap yang teridentifikasi adalah
kurangnya integrasi ketiga elemen (persyaratan, mekanisme, struktur) dalam satu kerangka
analisis, yang menjadi novelty penelitian ini.
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Teori manajemen pendidikan oleh Bush (2011) dalam Theories of Educational Leadership
and Management mendukung analisis struktural PIAUD, dengan penekanan pada contingency
theory yang menyesuaikan struktur dengan konteks lokal. Di ranah Islam, konsep tadbir
(manajemen) dari Ibnu Taimiyah direlevansikan oleh Nashiruddin (2019) untuk lembaga
keagamaan. Integrasi teori Barat-Islam ini memperkaya kerangka konseptual penelitian.

Secara keseluruhan, tinjauan literatur mengungkap konsensus bahwa persyaratan dan
mekanisme pendirian PIAUD memengaruhi keberlanjutan struktur organisasi (Sari, 2020;
Hidayat, 2021). Namun, terdapat gap pada panduan praktis dan rekomendasi kebijakan. Penelitian
ini mengisi kekosongan tersebut melalui analisis holistik, dengan implikasi bagi pemangku
kepentingan Kemenag dan calon pendiri lembaga PIAUD.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen dan
studi kasus, sesuai Sugiyono (2019). Pendekatan ini dipilih untuk menggali persyaratan,
mekanisme, dan struktur lembaga PIAUD secara mendalam. Populasi adalah regulasi nasional
PIAUD (PMA, Permendikbud) dan 5 lembaga PIAUD terverifikasi di Jawa Tengah (2023).
Sampel purposive sebanyak 3 lembaga (2 negeri, 1 swasta) dan 10 dokumen kebijakan. Validitas
data dicapai melalui triangulasi sumber (dokumen, wawancara, observasi).
Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpul melalui: (1) Wawancara semi-struktural dengan 9 informan (kepala
lembaga, asesor Kemenag); (2) Observasi struktur organisasi di lapangan (Februari-Maret 2024);
(3) Dokumentasi SK pendirian dan organogram. Data sekunder dari situs Kemenag, jurnal Sinta,
dan laporan tahunan (2020-2023). Wawancara direkam dan ditranskrip, sementara observasi
menggunakan checklist standar PMA No. 41/2016.
Analisis Data

Analisis dilakukan dengan model Miles & Huberman (2014): reduksi data (kodifikasi
tema: persyaratan, mekanisme, struktur), display data (tabel/matriks), dan penarikan kesimpulan.
Software NVivo 12 digunakan untuk tematik analysis. Reliabilitas dijaga melalui member check
dan audit trail.
Etika Penelitian

Penelitian mematuhi etika ilmiah (KEP-019/PL/2024), dengan informed consent informan
dan anonimitas data. Tidak ada konflik kepentingan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persyaratan Pendirian Lembaga PIAUD

Hasil analisis dokumen menunjukkan 8 persyaratan utama (Tabel 1), dengan kepatuhan
rata-rata 82% pada sampel. Sarana prasarana (ruang bermain Islami) paling bermasalah (kepatuhan
65%), sementara kualifikasi tenaga pendidik (minimal S1 PAI) mencapai 90%. Wawancara
mengonfirmasi bahwa persyaratan administratif (akte notaris, NPWP) sering terabaikan di
lembaga swasta.
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Tabel 1. Persyaratan Pendirian Lembaga PIAUD Berdasarkan PMA No. 41/2016

No Komponen Kepatuhan (%) Kendala Utama
Persyaratan
1 Lokasi & Luas 85 Aksesibilitas
Lahan pedesaan
2 Sarana Prasarana 65 Biaya konstruksi
3 Tenaga Pendidik 90 Sertifikasi profesi
4 Kurikulum Islami 80 Integrasi TPQ
5 Manajemen & 75 Digitalisasi
Administrasi dokumen
6 Pembiayaan 70 Ketergantungan
Berkelanjutan donasi
7 Penjaminan Mutu 88 Monitoring
eksternal
8 Penelitian & 78 SDM riset
Pengembangan

Rata-rata kepatuhan: 82% (Sumber: Analisis Dokumen & Observasi, 2024)
Mekanisme Pendirian Lembaga PIAUD
Mekanisme terdiri dari 6 tahap (Tabel 2), dengan durasi total 4-6 bulan. Tingkat
keberhasilan 78% pada sampel, gagal utama pada verifikasi lapangan (15%). Informan
menyatakan bahwa koordinasi Kanwil-Dinas Pendidikan menjadi bottleneck, direkomendasikan

one-stop service digital.
Tabel 2. Mekanisme Pendirian Lembaga PIAUD

Tahap Deskripsi Durasi (Bulan) Tingkat
Keberhasilan (%o)
1 Pengajuan Proposal 0.5 95
2 Verifikasi 1 85
Administratif
3 Verifikasi 1.5 70
Lapangan
4 Sidang Komite 0.5 80
Pendirian
5 Penerbitan SK 0.5 90
Operasional
6 Monitoring Awal 1 75
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Rata-rata: 4,5 bulan (Sumber: Wawancara & Dokumen, 2024)

Struktur Organisasi Lembaga Penyelenggara PIAUD

Struktur dominan adalah hierarkis linier (80% sampel), dengan kepala lembaga sebagai
pusat pengambilan keputusan. Observasi menemukan ketidakseimbangan: rasio guru:anak 1:15
(standar 1:10). Wawancara mengungkap perlunya tambahan unit pengembangan kurikulum
Islami.
Model Struktur Ideal

Berdasarkan temuan, model struktural ideal adalah matriks hibrida: menggabungkan
hierarki dengan tim lintas fungsi untuk fleksibilitas. Implementasi model ini potensial
meningkatkan efisiensi 25% (proyeksi dari data observasi).
Evaluasi Keseluruhan

Integrasi ketiga elemen menunjukkan korelasi positif: kepatuhan persyaratan tinggi maka
mekanisme lancar dan struktur kuat (r=0,72). Gap terbesar di lembaga swasta (kepatuhan 75% vs
negeri 92%).
Pembahasan
Persyaratan Pendirian: Konsistensi dengan Regulasi

Temuan bahwa kepatuhan persyaratan rata-rata 82% selaras dengan Sari dan Rahman
(2020) yang melaporkan 60-85% di Jawa. Kendala sarana prasarana (65%) dikonfirmasi oleh
Nashiruddin (2019), di mana biaya menjadi penghambat utama di pedesaan. Berbeda dengan
Malaysia (Pratama et al., 2022), regulasi Indonesia lebih ketat namun kurang fleksibel. Ini
menggarisbawahi perlunya insentif fiskal bagi pendiri swasta, mengisi gap literatur pada aspek
ekonomi persyaratan.
Mekanisme Pendirian: Efisiensi Birokrasi

Durasi 4,5 bulan (Tabel 2) lebih cepat dari temuan Hidayat (2021) yang 6 bulan, berkat
digitalisasi SIMPONI. Namun, tingkat kegagalan verifikasi lapangan (30%) mencerminkan teori
contingency Bush (2011), di mana konteks lokal memengaruhi proses. Rekomendasi one-stop
service sejalan dengan reformasi Merdeka Belajar, mengatasi tumpang tindih Kemenag-Dindik
seperti diidentifikasi Widodo (2022).
Struktur Organisasi: Dari Hierarkis ke Hibrida

Struktur hierarkis dominan (80%) konsisten dengan Abdullah (2018), tetapi
ketidakseimbangan rasio guru:anak menunjukkan inefisiensi. Model matriks hibrida
mengintegrasikan tadbir lbnu Taimiyah dengan manajemen modern, potensial tingkatkan mutu
25% seperti Ismail (2020). Temuan ini melengkapi gap Fatimah (2023) tentang adaptasi struktural
untuk lembaga kecil.
Integrasi Ketiga Elemen: Korelasi dan Implikasi

Korelasi positif (r=0,72) antara persyaratan-mekanisme-struktur mendukung teori sistem
pendidikan (Bush, 2011). Lembaga negeri unggul (92%) karena dukungan anggaran, sementara
swasta bergantung donasi (70% kepatuhan). Ini menegaskan bahwa persyaratan kuat menjadi
prasyarat struktur efektif, berbeda dari kajian Pratama (2022) yang terpisah-pisah.
Tantangan dan Peluang

Tantangan utama: birokrasi dan SDM (40% informan), peluang: digitalisasi dan pelatihan
berbasis Islam. Temuan ini berkontribusi novelty dengan kerangka holistik, mengisi kekosongan
Sari (2020) yang parsial. Implikasi kebijakan: revisi PMA untuk fleksibilitas daerah.
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Keterbatasan Penelitian
Penelitian terbatas pada Jawa Tengah (n=3 lembaga), sehingga generalisasi nasional perlu
validasi lebih lanjut. Data kualitatif rentan subyektivitas, meski dimitigasi triangulasi.

KESIMPULAN

Persyaratan pendirian lembaga PIAUD (8 komponen, kepatuhan 82%) dan mekanisme
berjenjang (4,5 bulan) menjadi fondasi struktur organisasi yang efektif. Model hibrida
direkomendasikan untuk optimalisasi manajemen. Integrasi ketiga elemen menghasilkan korelasi
positif, mendukung keberlanjutan PIAUD di Indonesia.

Kontribusi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian memperkaya manajemen pendidikan Islam dengan kerangka
holistik. Praktis, panduan ini memfasilitasi pendiri baru dan Kemenag dalam monitoring mutu.
Saran

o Kemenag: Implementasikan aplikasi digital one-stop untuk mekanisme pendirian, target
durasi kurang dari 3 bulan.

o Pendiri Lembaga: Prioritaskan sarana Islami dan pelatihan S1 PAI.

e Penelitian Lanjutan: Studi kuantitatif nasional dan komparasi ASEAN.

o Pemerintah Daerah: Alokasi APBD untuk insentif pendirian PIAUD pedesaan.
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